
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1386, 2015 ANRI. APBN. Petunjuk Pelaksanaan. 
 
 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2015 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA 
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan good governance 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka 
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 
secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel serta berorientasi pada kinerja; 

b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan 
implementasi terhadap peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan anggaran bagi para 
pengelola anggaran di lingkungan Arsip Nasional 
Republik Indonesia, perlu menetapkan petunjuk 
pelaksanaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional 
Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5069) sebagaimana telah tiga kali diubah 
terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5069); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang 
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5174); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang 
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Arsip Nasional Nasional Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4553); 

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat  Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 

14. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 
tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
Pegawai Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
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Bendahara Kementerian Negara/ 
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Lembaga Pemerintah Pusat; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 22/PMK.05/2014; 

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia          
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
4. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 
5. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. 
6. Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara. 
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk 
menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh 
Pengeluaran Negara. 

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1386 5

9. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

10. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
dan/atau kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

11. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik 
tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam 
bentuk/corak apa pun. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai 
acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

14. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI 
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang meliputi satuan 
kerja ANRI Jakarta dan UPT Balai Arsip Tsunami Aceh. 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran ANRI. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran  yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada 
ANRI. 

17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur 
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum 
Negara. 

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian 
fungsi Kuasa BUN. 

19. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi 
lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga 
dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 
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20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBN. 

21. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 
dan menerbitkan  perintah pembayaran. 

22. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara  
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian 
Negara/Lembaga. 

23. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP 
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

24. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh  atas beban APBN atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

25. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara 
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan 
oleh undang-undang. 

26. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-
Undang selain Pejabat Negara. 

27. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

28. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya 
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan 
tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 

29. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 
pengeluaran negara. 

30. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP 
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari 
pajak. 

31. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian 
Negara/Lembaga. 
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32. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker 
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak  
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 

33. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, 
surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya 
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 

34. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah 
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu 
UP yang telah ditetapkan. 

35. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan 
pembayaran tagihan kepada negara. 

37. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka 
pembayaran tagihan kepada penerimaan hak/Bendahara 
Pengeluaran. 

38. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang 
berisi permintaan pembayaran UP. 

39. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. 

40. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali 
pembayaran UP. 

41. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil 
yang selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. 

42. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan 
pertanggungjawaban atas TUP. 

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA. 
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44. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan 
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan 
kepada penerimaan hak/Bendahara Pengeluaran. 

45. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan PP-SPM untuk mencairkan 
UP. 

46. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan 
PPSPM untuk mencairkan TUP. 

47. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan PP-
SPM dengan membebani DIPA,  yang dananya dipergunakan untuk 
menggantikan UP yang telah dipakai. 

48. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 
selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang 
diterbitkan PP-SPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani 
DIPA. 

49. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang 
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen 
yang diterbitkan PP-SPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang 
membebani DIPA. 

50. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar  kodefikasi dan  klasifikasi  
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai 
pedoman dalam perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan anggaran, 
dan pelaporan keuangan pemerintah. 

51. Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana 
untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja 
dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka 
pelaksanaan APBN. 

52. Perkiraan Pencairan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan 
dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode 
tertentu. 

53. Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerimaan hak telah 
memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

54. Penerimaan Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak 
ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas 
pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani APBN. 

55. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip 
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan 
digital. 
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56. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP/Surat 
Setoran Pengembalian Belanja yang selanjutnya disingkat SSPB/Surat 
Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP yang dinyatakan sah 
adalah SSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN dan Nomor 
Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB Nomor Transaksi Pos 
yang selanjutnya disingkat NTP Nomor Penerimaan Potongan yang 
selanjutnya disingkat NPP kecuali ditetapkan lain. 

57. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar 
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia 
untuk kepentingan negara. 

58. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas 
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang 
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan 
semula di dalam negeri. 

59. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai 
negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 

60. Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai 
tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. 

61. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi 
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-
Undang. 

62. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

63. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

64. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

65. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

66. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas 
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
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67. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri 
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. 

68. Kontraktual adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana 
pekerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga/rekanan melalui 
kontrak/perjanjian. 

Pasal 2 
(1) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia  disusun dengan 
maksud dalam rangka mewujudkan pelaksanaan keuangan yang 
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada 
hasil/kinerja. 

(2) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia  bertujuan sebagai 
panduan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan kegiatan 
seluruh unit kerja di lingkungan ANRI sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 3 
(1) Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik 
Indonesia terdiri dari: 
a. Sistem Penganggaran; 
b. Pengelola APBN ANRI; 
c. Mekanisme Pelaksanaan APBN ANRI; dan 
d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan. 

(2) Ketentuan mengenai Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik 
Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

Pasal 4 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia berlaku bagi satuan kerja 
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Balai Arsip Tsunami 
Aceh. 

Pasal 5 
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Agustus 2015 
KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
MUSTARI IRAWAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 September 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
YASONNA H. LAOLY 
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